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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan Saksi Verbalisan dalam proses peradilan pidana dapat menimbulkan 

akibat hukum dikarenakan keterangannya belum diatur secara jelas dan eksplisit 

di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai alat bukti yang 

sah dan dapat berdiri sendiri sesuai ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP. 

Keterangan Saksi Verbalisan pada dasarnya berfungsi sebagai alat bantu untuk 

menjelaskan terkait prosedur pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan 

pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga nilai pembuktiannya 

bersifat terbatas dan tidak dapat digunakan untuk membuktikan langsung unsur-

unsur tindaka pidana yang didakwaakan kepada terdakwa. 

Hakim dalam menilai keterangan Saksi Verbalisan wajib 

mengaitkannya dengan alat bukti yang sah lainnya dengan mengedepankan 

prinsip kehati-hatian sehingga tidak menimbulkan subjektifitas dalam menilai 

suatu keterangan. Keterangan saksi verbalisan digunakan secara berlebihan dapat 

melanggar prinsip due process of law dan berpotensi mengakibatkan penjatuhan 

putusan yang tidak adil, pembatasan penggunaan saksi verbalisan diperlukan 

untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan 

perlindungan hak-hak terdakwa. 

 

 



40 

 

 
 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, saran yang dapat penulis 

berikan adalah perlunya pengaturan yang jelas dan tegas berkaitan dengan 

penggunaan saksi verbalisan dalam proses peradilan pidana di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengaturan ini penting untuk mengetahui 

apakah kehadiran penyidik sebagai seorang saksi di persidangan tidak 

menimbulkan akibat hukum yaitu subjektifitas dari keterangan yang diberikan 

dan tidak melanggar hak-hak terdakwa untuk mendapatkan proses pemeriksaan 

yang adil dan objektif sesuai prinsip due process of law. 

Dalam proses pemeriksaan, untuk menghindari akibat hukum yang 

timbul berupa pelanggaran prinsip due process of law, aparat penegak hukum 

khususnya hakim diharapkan menerapkan standar penilaian yang ketat terhadap 

keterangan saksi verbalisan apabila dihadirkan. Keteranga tersebut seharusnya 

dipergunakan sebagai alat bantu yang bersifat pelengkap dan tidak dijadikan 

sebagai dasar utama pemidanaan, sehingga kepentingan penegakkan hukum dan 

perlindungan hak-hak terdakwa tetap terjaga dalam proses peradilan pidana 
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